
BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 37 TAHUN 2O2O

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN
2019 JUNTO NOMOR 3 TAHUN 2O2O TENTANG PENYELENGGARAAN

KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

BUPATI CIANJUR,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (21 peraturan
Daerah Kabupaten Cianjur 1 Tahun 2019 Jo. Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2O2O lentarrg Penyelenggaraan
Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2Ol9 tentang
Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman
Masyarakat;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun lgSO tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Dj awa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Mengingat
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3.

4.

5.

6.

8.

9.

10.

11.

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tatnbalran Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5230);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan polisi
Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201g Nomor
72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
Peraturan Presiden Nomor 725 Tahun 2012 tentang Koordinasi
Penataan Pedagang Kaki Lima;

Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan
Pengawasan Minuman Beralkohol;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2OO5 tentang
Sempadan Sumber Air (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2005 Nomor 16 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Jawa Barat Nomor
1s);

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 7 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan dan Penanganal Kesejahteraan Sosial (Lembaran
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2013 tentang
Pengendalian dan Penanganan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Cianjur
(Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 14 Tahun 2013 tentang
Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 14);

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan
(Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 2
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Cianjur Nomor 5 Tahun 20 16 tentang Penataan Pasar Ralryat, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Swaiayan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur
Tahun 2O19 Nomor 2 Seri D2);

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
(Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2olg Nomor i),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur
Nomor 3 Tahun 2O2O tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah
Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 3);

t2.

MEMUTUSI(AN:

MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 JUNTO
NOMOR 3 TAHUN 2O2O TENTANG PENYELENGGARAAN
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT-
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur.

2. Bupati adalah BuPati Cianjur.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur
penyeienggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan
u.usan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom'

4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran selanjutnya
disebut Sat Pol PP dan Damkar adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Kabupaten Cianjur.

5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran,
seLanjutnya disebut Kepala adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cianjur.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha
milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma,
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi masa, organisasi sosiai politik atau organisasi lainnya,
lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif
dan bentuk usaha tetaP.

7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Cianjur.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, Pemerintah Daerah melaksanakan Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2019 jo. Nomor 3 Tahun 2O2O tentang
Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

BAB III

TATA CARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 3

(1) Setiap orang/badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan' 
sebagaima.ra diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2OL9 Jo.

Nomor 3 Tahun 2O2O tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat, dikenakan sanksi administratif dan/atau
denda paksa.

(2) Penerimaan hasil dari denda paksa disetorkan ke Kas Daerah'
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(3) Tata cara penerapan sanksi administratif berpedoman kepada Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Jo. Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan
ketertiban umum dan ketenterarnan masyarakat, dilaksanakan oleh Sat
Pol PP dan Damkar.

(2) Sat Pol PP dan Damkar wajib melaporkan pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraal ketertiban Lunum dan ketenteraman masyarakat
kepada Bupati secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 20 Juil 202O

PIt. BUPATI CIANJUR,

HERMAN SUHERMAN


